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Abstrak

Program bantuan ternak sapi potong merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan
populasi ternak, memperkuat usaha peternakan rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Penelitian ini bertujuan
untuk: (1) mengetahui implementasi program bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo; (2)
mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program bantuan ternak sapi potong; (3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam
implementasi program; dan (4) merumuskan implikasi kebijakan untuk meningkatkan keberhasilan program bantuan ternak
sapi potong. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang didukung data kualitatif. Pengumpulan data
dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada peternak penerima bantuan ternak
sapi potong di Kecamatan Wonosari. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan statistik deskriptif, sedangkan data
kualitatif dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Evaluasi implementasi program
menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward Ill yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi
pelaksana, dan struktur birokrasi. Sementara itu, efektivitas program dievaluasi berdasarkan indikator pencapaian tujuan,
manfaat program, dampak program, dan keberlanjutan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program
bantuan ternak sapi potong berada pada kategori baik. Dimensi komunikasi program memperoleh skor indeks 0,605, sumber
daya program 0,634, disposisi pelaksana 0,640, dan struktur birokrasi 0,722. Efektivitas program berada pada kategori baik
hingga sangat baik dengan skor pencapaian tujuan program sebesar 0,823, manfaat program 0,854, dampak program 0,823,
dan keberlanjutan program 0,782. Program bantuan ternak terbukti mampu meningkatkan kepemilikan ternak, mendukung
pengembangan usaha peternakan rakyat, serta memberikan manfaat ekonomi bagi peternak penerima bantuan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Bantuan Ternak Sapi Potong, Implementasi Program, Efektivitas Program, Peternakan
Rakyat

1. Latar Belakang

Pemerintah dalam konteks pembangunan peternakan memiliki peran penting melalui berbagai kebijakan
dan program bantuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian peternak (Rusdiana dan Soeharsono,
2018; Kementerian Pertanian RI., 2025). alah satu kebijakan yang banyak diterapkan oleh pemerintah daerah
adalah program bantuan ternak sapi potong kepada kelompok peternak. Program bantuan ternak ini bertujuan
untuk meningkatkan populasi sapi potong, memperkuat usaha peternakan rakyat, serta mendorong peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan peternak. Bantuan ternak biasanya diberikan dalam bentuk sapi bakalan atau
indukan kepada kelompok peternak sebagai stimulus untuk mengembangkan usaha peternakan secara
berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan serta meningkatkan
kemandirian peternak dalam mengelola usaha sapi potong.

Bantuan ternak tidak berkembang secara optimal, dalam banyak kasus, bahkan berpotensi menimbulkan
ketergantungan peternak terhadap bantuan pemerintah (Nuhung, 2015). Kondisi tersebut diperparah oleh
lemahnya integrasi antara aspek teknis produksi, kelembagaan peternak, akses permodalan, serta pemasaran hasil
ternak (Maulita, et al., 2025). Beberapa kasus menunjukkan bahwa bantuan ternak tidak berkembang sesuai
harapan, bahkan ada yang mengalami penurunan populasi akibat keterbatasan pakan, manajemen pemeliharaan
dan lemahnya kelembagaan kelompok peternak (Noorrahman, et al., 2025).

Evaluasi kebijakan bantuan ternak menjadi penting untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program,
mengidentifikasi kelemahan implementasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan di masa
mendatang. Melalui evaluasi kebijakan dapat diketahui apakah program bantuan ternak telah memberikan manfaat
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nyata bagi peternak, bagaimana proses implementasinya, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau
kegagalannya. Evaluasi ini juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan bantuan ternak yang lebih
efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan peternak.

Kebijakan publik di bidang peternakan secara konseptual merupakan serangkaian keputusan dan tindakan
pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan sektor peternakan melalui regulasi, program dan intervensi
yang terencana. Kebijakan tersebut mencakup perencanaan produksi, pengembangan teknologi, penyediaan sarana
produksi, penguatan kelembagaan peternak serta distribusi hasil peternakan. Pembangunan peternakan dalam
perspektif kebijakan publik menekankan pada peran pemerintah dalam menciptakan sistem usaha peternakan yang
berkelanjutan, efisien dan berdaya saing. Penelitian oleh Mulyadi, et al., (2024) menjelaskan bahwa kebijakan
pembangunan peternakan memiliki peran penting dalam mengatur sistem distribusi, pengembangan wilayah, serta
stabilisasi produksi dan konsumsi produk peternakan.

Kebijakan peternakan harus mampu menciptakan keseimbangan antara produksi, distribusi, dan kebutuhan
masyarakat sehingga sektor peternakan dapat berfungsi sebagai penopang ekonomi daerah dan penyedia pangan
hewani. Setiawan, et al., (2022) menyatakan bahwa kebijakan subsektor peternakan merupakan bagian dari strategi
pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ternak, mendorong penerapan teknologi
pertanian serta mengoptimalkan peran subsektor peternakan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan
ekonomi wilayah. Kebijakan peternakan yang tepat akan mendorong peningkatan produktivitas dan memperkuat
struktur ekonomi daerah berbasis agribisnis.

Nilamcaya, et al., (2024) menegaskan bahwa kebijakan publik dalam pembangunan peternakan harus
diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas peternak, serta penguatan kelembagaan agar
program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi peternak. Kebijakan
yang berorientasi pada pemberdayaan akan mendorong partisipasi peternak dalam mengelola usaha ternak secara
mandiri dan berkelanjutan. Kebijakan publik di bidang peternakan selain berfungsi sebagai regulasi juga sebagai
instrumen intervensi pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan peternak seperti keterbatasan modal,
teknologi, pakan dan akses pasar. Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator dan motivator dalam
pembangunan peternakan. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan aturan dan kebijakan yang mendukung
pengembangan peternakan; sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan bantuan dan pendampingan. Sebagai
motivator, pemerintah mendorong peternak untuk meningkatkan produktivitas usaha (Kementerian Pertanian RI.,
2025).

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk menilai
efektivitas, efisiensi, serta dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat. Menurut pandangan evaluasi kebijakan
modern, evaluasi merupakan penilaian sistematis terhadap nilai, manfaa dan dampak intervensi pemerintah untuk
mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan (Huitema, et al., 2011). Evaluasi kebijakan berfungsi
untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperbaiki implementasi program, serta memastikan
akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan sumber daya publik (OECD, 2020). Fungsi utama evaluasi kebijakan
dalam perspektif administrasi publik yaitu menilai keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan,
mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kebijakan, memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan,
meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan menjadi dasar perumusan kebijakan baru.

Dunn (2018) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai kinerja kebijakan dengan
menggunakan kriteria tertentu agar dapat diketahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Model evaluasi Dunn
menggunakan beberapa kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsitivitas dan
ketepatan. Pendekatan Dunn menekankan bahwa evaluasi kebijakan harus menghasilkan informasi yang dapat
digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan serta merumuskan kebijakan
yang lebih efektif di masa mendatang.

Model evaluasi CIPP merupakan salah satu model evaluasi program yang banyak digunakan dalam
penelitian kebijakan publik dan evaluasi program pembangunan (Stufflebeam dan Coryn, 2014). Model ini
menekankan evaluasi sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan dalam program publik. Model CIPP
terdiri dari empat komponen utama, yaitu context evaluation, input evaluation, process evaluation dan product
evaluation. Model CIPP menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan secara sistematis dari perencanaan hingga
hasil program sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif bagi pengambil kebijakan. Model ini
berorientasi pada pengambilan keputusan dan perbaikan program secara berkelanjutan.

Program bantuan ternak merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam sektor agribisnis
terutama untuk mendukung peternak kecil dan masyarakat pedesaan. Menurut Habimana (2024), sebagai
instrumen kebijakan publik, bantuan ternak dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas,
seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas agribisnis, serta peningkatan ketahanan pangan lokal.
Program bantuan ternak diposisikan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan pedesaan untuk
mencapai tiga tujuan utama yaitu penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan rumah tangga (Rahman, et al.,
2025), stabilitas dan keberlanjutan produksi ternak dan permberdayaan dan peningkatan kapasitas ternak (Fadillah,
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etal., 2023). Program bantuan ternak berkontribusi terhadap kesejahteraan rumah tangga di negara berpenghasilan
rendah dan menengah. Bantuan ternak dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, diversifikasi aset dan
ketahanan pangan namun efektivitasnya sangat tergantung pada design program, dukungan lanjutan dan sistem
evaluasi yang robust (Collishaw, et al., 2023). Untuk itu dampak intervensi ternak harus mempertimbangkan
outcome jangka panjang (seperti perubahan strategi usaha dan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan)
serta outcome jangka pendek (peningkatan stok ternak atau konsumsi pangan).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana
implementasi kebijakan bantuan ternak sapi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, 2) bagaimana
efektivitas pelaksanaan kebijakan bantuan ternak sapi potong, 3) kendala apa saja yang dihadapi dalam
implementasi kebijakan bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari, dan 4) bagaimana evaluasi kebijakan
bantuan ternak sapi potong dalam meningkatkan usaha peternakan rakyat di Kecamatan Wonosari Kabupaten
Boalemo. Tujuan penelitian yaitu: 1) mengetahui implementasi kebijakan bantuan ternak sapi potong di
Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, 2) mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan bantuan ternak sapi
potong, 3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan bantuan ternak sapi potong di
Kecamatan Wonosari, dan 4) memberikan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bantuan ternak sapi potong dalam
meningkatkan usaha peternakan rakyat di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo selama tiga bulan yang meliputi
tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data hingga penyusunan laporan hasil penelitian, yang dimulai bulan
Februari sampai dengan Mei 2026. Pemilihan lokasi penelitian secara purposive merupakan metode yang umum
digunakan dalam penelitian evaluasi kebijakan karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan
sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik program yang dikaji (Satwika, et al., 2023; Rusmin dan
Kushandrijo, 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method (metode campuran), yaitu menggabungkan
pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.
Penelitian evaluasi kebijakan dengan pendekatan mixed method mampu menggabungkan data survei dan
wawancara untuk menghasilkan evaluasi program yang lebih komprehensif (Jefia dan Yuliarti, 2025). Penelitian
kebijakan publik umumnya menggunakan metode evaluasi program yang menggabungkan pendekatan kualitatif
dan kuantitatif untuk menilai efektivitas dan faktor penghambat program secara menyeluruh (Igbal dan Muslim,
2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi kebijakan dengan pendekatan deskriptif.
Penelitian evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai sejauh mana program bantuan ternak sapi potong telah
dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan program. Penelitian evaluasi program merupakan metode yang digunakan untuk menilai
keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan rekomendasi perbaikan
kebijakan (Igbal dan Muslim, 2020). Evaluasi kebijakan dilakukan dengan menganalisis implementasi program
bantuan ternak, efektivitas program, kendala pelaksanaan program dan rekomendasi kebijakan.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu berupa
tingkat efektivitas program bantuan ternak, pendapatan peternak, perkembangan ternak, keberlanjutan usaha dan
partisipasi peternak. Data ini diperoleh melalui kuesioner kepada peternak penerima bantuan ternak. Data
kuantitatif menjadi dasar dalam mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memengaruhi kemandirian peternak
sebagai prasyarat keberlanjutan program bantuan ternak (Pambudi, et al., 2022). Data kualitatif berupa
implementasi program bantuan ternak, kendala program, proses penyaluran bantuan, sistem pendampingan dan
kebijakan pemerintah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penggunaan data
kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian evaluasi kebijakan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih
lengkap mengenai pelaksanaan program di lapangan (Jefia dan Yuliarti, 2025).

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua peternak penerima bantuan ternak sapi potong di Kecamatan
Wonosari Kabupaten Boalemo. Selain itu terdapat populasi informan kualitatif yang meliputi Kepala Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalemo, Kepala Bidang Peternakan, Penyuluh Peternakan, Ketua
Kelompok Ternak dan peternak penerima bantuan. Informan dipilih secara sengaja berdasarkan keterlibatan
langsung dan memiliki pemahaman terhadap program bantuan ternak sapi potong. Selain peternak penerima
program bantuan, informan berasal dari penyuluh peternakan di lapangan dan pejabat Dinas Peternakan baik di
Provinsi Gorontalo maupun di Kabupaten Boalemo. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa model
yang dirumuskan selain berbasis data statistik juga realistis dan aplikatif sesuai kondisi usaha peternakan sapi
potong di Kecamatan Wonosari.
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Penelitian ini menggunakan desain sequential explanatory mixed methods, dengan tahapan yaitu tahap
kuantitatif, tahap kualitatif dan integrasi hasil. Analisis data kuantitatif dilakukan melalui tahap editing, coding
dan entry data, tahap analisis deskriptif, tahap uji validitas dan reliabilitas instrumen serta tahap interpretasi dan
keterkaitan dengan analisis kualitatif.

Program Bantuan Ternak Sapi Potong
Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo

PR — " EVALUAS! KEBUAKAN
« Komunikasi » Pencapasian Tujuar » Temuan Implementasi
« Sumber Daya - o Manfaat Program - « Kelemahan Program

* Disposnsi Pelaksana « Dampak Program « Rewomendast Kebijakar

» Struktur Birokrasi o Neherlanjutan

Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual Penelitian

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Uji Kualitas Instrumen

Ringkasan uji validitas diperoleh hasil variabel X terdiri dari 2 item valid, variabel X, terdiri dari 5 item
valid, variabel Xs terdiri dari 5 item valid, variabel X, terdiri dari 5 item valid dan variabel Y terdiri dari 8 item
valid. Hasil uji reliabilitas terhadap 5 variabel tersebut adalah semuanya reliabel dengan nilai reliabilitas minimal
0,653.

3.2 Implementasi Program Bantuan Ternak Sapi Potong

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel komunikasi program memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar
11,05. Apabila dikonversi ke dalam skor indeks, diperoleh nilai sebesar 0,605 yang berada pada kategori baik.
Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum komunikasi dalam pelaksanaan program bantuan ternak sapi potong
telah berjalan dengan baik. Nilai standar deviasi sebesar 0,71 menunjukkan bahwa variasi jawaban responden
relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang hampir
seragam terhadap pelaksanaan komunikasi program. Nilai kovarians sebesar 0,06 menunjukkan tingkat
penyebaran data yang relatif kecil sehingga data yang diperoleh cukup homogen dan dapat menggambarkan
kondisi komunikasi program secara konsisten di antara responden penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sumber daya program memperoleh nilai rata-rata (mean)
sebesar 17,70. Apabila dikonversi ke dalam skor indeks, diperoleh nilai sebesar 0,634 yang termasuk dalam
kategori baik. Nilai standar deviasi sebesar 1,27 menunjukkan adanya variasi jawaban responden yang relatif lebih
besar dibandingkan dimensi komunikasi program. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan
persepsi di antara peternak mengenai kecukupan sumber daya yang mereka terima. Nilai kovarians sebesar 0,07
menunjukkan bahwa penyebaran data masih tergolong rendah sehingga jawaban responden tetap menunjukkan
kecenderungan yang relatif seragam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel disposisi pelaksana memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar
17,80. Apabila dikonversi ke dalam skor indeks, diperoleh nilai sebesar 0,64 yang termasuk dalam kategori baik.
Nilai standar deviasi sebesar 1,27 menunjukkan bahwa terdapat variasi penilaian responden terhadap disposisi
pelaksana, meskipun variasi tersebut masih tergolong rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar
responden memiliki persepsi yang relatif serupa mengenai sikap dan komitmen pelaksana program. Sementara itu
nilai kovarians sebesar 0,07 menunjukkan tingkat penyebaran data yang relatif kecil sehingga hasil penilaian
responden dapat dianggap cukup konsisten dalam menggambarkan kondisi disposisi pelaksana di lapangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel struktur birokrasi memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar
19,44. Apabila dikonversi ke dalam skor indeks, diperoleh nilai sebesar 0,722 yang termasuk dalam kategori baik
dan merupakan nilai tertinggi dibandingkan dimensi implementasi lainnya. Nilai standar deviasi sebesar 2,07
menunjukkan adanya variasi jawaban responden yang relatif lebih besar dibandingkan dimensi komunikasi,
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sumber daya, dan disposisi pelaksana. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara
responden mengenai kualitas struktur birokrasi program. Namun demikian, nilai kovarians sebesar 0,11 masih
menunjukkan tingkat keragaman data yang relatif rendah sehingga secara umum persepsi responden tetap
mengarah pada penilaian yang positif terhadap struktur birokrasi program.

3.3 Efektivitas Program Bantuan Ternak

Variabel pencapaian tujuan program memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 17,17 (skor indeks sebesar
0,823 yang termasuk dalam kategori sangat baik). Sebagian besar responden menilai program bantuan ternak sapi
potong telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Nilai standar deviasi sebesar 1,482 menunjukkan bahwa
terdapat variasi jawaban responden, namun penyebarannya masih relatif rendah yang mengindikasikan bahwa
sebagian besar responden memiliki persepsi yang hampir sama mengenai keberhasilan program dalam mencapai
tujuannya. Nilai kovarians sebesar 0,086 menunjukkan bahwa tingkat keragaman data masih tergolong kecil
sehingga hasil penilaian responden dapat dianggap cukup konsisten dalam menggambarkan tingkat pencapaian
tujuan program bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari.

Variabel manfaat program memperoleh nilai rata-rata sebesar 17,659 (skor indeks sebesar 0,854 yang
termasuk dalam kategori sangat baik). Nilai ini merupakan salah satu nilai tertinggi pada dimensi efektivitas
program, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan manfaat yang nyata dari program
bantuan ternak sapi potong yang telah dilaksanakan. Nilai standar deviasi sebesar 1,039 menunjukkan bahwa
tingkat variasi jawaban responden relatif rendah yang mengindikasikan bahwa persepsi responden mengenai
manfaat program cenderung seragam. Nilai kovarians sebesar 0,059 menunjukkan tingkat penyebaran data yang
rendah sehingga data yang diperoleh cukup homogen, mencerminkan kesamaan pengalaman dalam merasakan
manfaat program.

Variabel dampak program memperoleh nilai rata-rata (mean) 17,171 (skor indeks sebesar 0,823 yang
termasuk dalam kategori sangat baik). Program bantuan ternak sapi potong telah memberikan dampak yang positif
terhadap kehidupan dan aktivitas usaha peternakan masyarakat penerima bantuan di Kecamatan Wonosari. Nilai
standar deviasi sebesar 0,972 menunjukkan bahwa variasi jawaban responden relatif rendah yang mengindikasikan
bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang hampir sama mengenai dampak program yang dirasakan.
Nilai kovarians sebesar 0,057 menunjukkan tingkat penyebaran data yang kecil sehingga jawaban cenderung
homogen dan konsisten dalam menggambarkan dampak program bantuan ternak sapi potong.

Variabel keberlanjutan program memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 12,390 (skor indeks sebesar
0,782 yang termasuk dalam kategori baik). Secara umum program bantuan ternak sapi potong mampu menciptakan
keberlanjutan usaha peternakan pada tingkat yang cukup baik. Sebagian besar peternak masih memelihara ternak
bantuan dan berupaya mengembangkan usaha peternakan yang telah dirintis melalui program tersebut. Nilai
standar deviasi sebesar 0,771 menunjukkan bahwa variasi jawaban responden relatif rendah. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa persepsi responden mengenai keberlanjutan program cenderung seragam. Sebagian besar
peternak memiliki pandangan yang hampir sama bahwa program bantuan ternak masih memberikan manfaat yang
berkelanjutan terhadap usaha peternakan mereka. Nilai kovarians sebesar 0,062 menunjukkan tingkat penyebaran
data yang relatif kecil sehingga hasil yang diperoleh cukup konsisten dalam menggambarkan kondisi keberlanjutan
program di daerah penelitian.

3.4 Kendala Implementasi Bantuan Ternak

Kendala teknis yang paling menonjol adalah masih diterapkannya sistem manajemen pemeliharaan ternak
secara tradisional oleh sebagian besar peternak. Pemeliharaan ternak umumnya masih dilakukan berdasarkan
pengalaman turun-temurun dengan penerapan teknologi budidaya yang relatif terbatas seperti pemberian pakan
belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan nutrisi ternak, pencatatan usaha (recording) hampir tidak dilakukan
dan pengelolaan kesehatan ternak masih bersifat reaktif setelah muncul gejala penyakit. Kondisi tersebut
menyebabkan produktivitas ternak yang dipelihara belum optimal dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan
program bantuan ternak. Kendala berikutnya adalah lemahnya penerapan biosekuriti pada usaha peternakan rakyat,
kendala ketersediaan pakan berkualitas dan beberapa kendala teknis lain yang frekuensinya relatif lebih rendah
(aspek kelembagaan peternak, aspek reproduksi dan pembibitan ternak).

Kendala ekonomi yang paling banyak dijumpai adalah tingginya biaya operasional usaha peternakan,
khususnya biaya penyediaan pakan. Kendala ekonomi berikutnya adalah ketidakpastian harga jual sapi hidup di
tingkat peternak. Harga jual ternak sering mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, terutama dipengaruhi oleh
dinamika permintaan pasar, kondisi ekonomi masyarakat serta perubahan harga daging sapi di tingkat konsumen.
Kendala ekonomi berikut yang cukup sering diungkapkan responden yaitu lamanya waktu perputaran modal dalam
usaha sapi potong. Hal ini berakibat kebutuhan modal kerja menjadi relatif besar dan sering kali menjadi kendala
bagi peternak yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial.

Kendala pendampingan merupakan salah satu faktor yang masih memengaruhi pelaksanaan program
bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari. Kendala yang paling banyak dijumpai berkaitan dengan
kapasitas dan karakteristik peternak, pengelolaan kandang, lemahnya kepengurusan kelompok ternak serta masih
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terbatasnya kegiatan pengawasan, monitoring, dan evaluasi program dari pihak pemerintah. Sebagian besar
peternak merupakan peternak skala rakyat yang menjalankan usaha peternakan sebagai kegiatan sampingan di
samping usaha pertanian atau pekerjaan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat pendidikan formal, akses
informasi dan kemampuan manajerial peternak relatif beragam. Selain itu pola pikir tradisional yang masih cukup
kuat menyebabkan sebagian peternak cenderung mempertahankan metode pemeliharaan yang telah dilakukan
secara turun-temurun dan kurang terbuka terhadap penerapan inovasi baru.

3.5 Implementasi Program Bantuan Ternak Sapi Potong

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi implementasi program yang meliputi komunikasi program, sumber
daya program, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi secara umum memperoleh kategori baik. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan ternak sapi potong telah berjalan sesuai dengan mekanisme
yang ditetapkan pemerintah dan mampu menjangkau kelompok sasaran yang dituju.

Dimensi struktur birokrasi memperoleh skor tertinggi dibandingkan dimensi implementasi lainnya. Temuan
ini mengindikasikan bahwa kejelasan prosedur pelaksanaan program, mekanisme penyaluran bantuan serta
koordinasi antar lembaga pelaksana telah berjalan relatif baik. Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor
penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan
mempermudah koordinasi, memperjelas pembagian tugas serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program
(Wati dan Sukmana, 2026).

Dimensi komunikasi program juga menunjukkan kategori baik. Hasil ini memperlihatkan bahwa informasi
mengenai program bantuan ternak telah disampaikan kepada peternak melalui kelompok ternak, penyuluh
peternakan maupun pemerintah desa. Komunikasi yang baik memungkinkan peternak memahami tujuan program,
mekanisme pelaksanaan, serta kewajiban yang harus dijalankan sebagai penerima bantuan. Temuan ini sejalan
dengan penelitian Fajar dan Rodiyah (2022) mengenai implementasi program bantuan pemerintah yang
menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada dimensi sumber daya dan disposisi pelaksana, hasil penelitian juga menunjukkan kategori baik. Hal
ini menunjukkan bahwa petugas pelaksana, penyuluh serta aparat pemerintah yang terlibat dalam program
memiliki komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Ketersediaan sumber daya dan sikap pelaksana
merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Program yang memiliki tujuan
yang baik tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya dan komitmen pelaksana yang
memadai (Wati dan Sukmana, 2026). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan ternak
sapi potong di Kecamatan Wonosari telah berjalan cukup baik berdasarkan indikator implementasi kebijakan yang
digunakan dalam penelitian ini.

3.6 Efektivitas Program Bantuan Ternak Sapi Potong

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan ternak sapi potong berada pada kategori
sangat baik, terutama pada dimensi pencapaian tujuan program, manfaat program, dan dampak program.
Sementara itu, dimensi keberlanjutan program berada pada kategori baik.Tingginya nilai pencapaian tujuan
program menunjukkan bahwa bantuan ternak yang diberikan telah mampu meningkatkan kepemilikan ternak
masyarakat serta mendukung pengembangan usaha peternakan rakyat. Peternak memperoleh tambahan aset
produktif yang dapat dimanfaatkan untuk memperbesar skala usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Hasil ini menunjukkan bahwa tujuan utama program bantuan ternak telah tercapai sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan pemerintah (Yanti, et al., 2023).

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Program yang mampu menghasilkan perubahan sesuai target dapat dikategorikan sebagai program yang efektif
(Maulita, et al., 2025). Dimensi manfaat program memperoleh nilai tertinggi dibandingkan dimensi efektivitas
lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peternak secara langsung merasakan manfaat ekonomi dari program bantuan
ternak sapi potong. Bantuan ternak memberikan tambahan aset produktif, meningkatkan peluang memperoleh
pendapatan, dan berfungsi sebagai tabungan produktif bagi rumah tangga peternak. Temuan ini sejalan dengan
hasil penelitian Yanti, et al., (2023) yang menunjukkan bahwa program bantuan ternak mampu memberikan nilai
tambah ekonomi bagi rumah tangga peternak meskipun efektivitas keseluruhannya masih dipengaruhi oleh
berbagai faktor lain.

Pada dimensi dampak program, hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan ternak tidak hanya
memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengembangkan usaha
peternakan. Aktivitas kelompok ternak menjadi lebih aktif dan kerja sama antarpeternak mengalami peningkatan.
Dampak tersebut menunjukkan bahwa program bantuan ternak memiliki pengaruh sosial dan kelembagaan yang
cukup signifikan dalam pengembangan peternakan rakyat.

Hasil penelitian ini dari perspektif model evaluasi CIPP menunjukkan bahwa komponen product telah
tercapai dengan baik karena program mampu menghasilkan manfaat dan dampak yang dirasakan langsung oleh
kelompok sasaran. Evaluasi tidak hanya melihat terlaksananya kegiatan program, tetapi juga perubahan yang
dihasilkan setelah program dilaksanakan (Maulita, et al., 2025). Sementara itu dimensi keberlanjutan program
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memperoleh kategori baik, namun nilainya masih lebih rendah dibandingkan dimensi manfaat dan dampak
program. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar peternak masih memelihara dan
mengembangkan ternak bantuan, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat keberlanjutan usaha
peternakan dalam jangka panjang.

Dalam perspektif Organisation for Economic Co-operation and Development, keberlanjutan
(sustainability) merupakan salah satu indikator utama keberhasilan program karena mengukur kemampuan
manfaat program untuk tetap berlangsung setelah intervensi pemerintah berakhir. Oleh karena itu, keberlanjutan
program tidak hanya bergantung pada keberhasilan penyaluran bantuan, tetapi juga pada kemampuan peternak
dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha yang telah dibangun (OECD, 2020).

3.7 Kendala Implementasi dan Implikasinya terhadap Efektivitas Program

Meskipun implementasi dan efektivitas program berada pada kategori baik hingga sangat baik, penelitian
ini menemukan beberapa kendala yang berpotensi menghambat optimalisasi manfaat program bantuan ternak sapi
potong. Kendala teknis yang paling dominan adalah masih kuatnya pola manajemen pemeliharaan ternak secara
tradisional, lemahnya penerapan biosekuriti serta fluktuasi ketersediaan pakan berkualitas. Kondisi tersebut
menyebabkan produktivitas ternak belum berkembang secara optimal. Selain itu masih ditemukan kendala pada
aspek reproduksi ternak dan kelembagaan kelompok peternak meskipun dengan intensitas yang lebih rendah.

Pada aspek ekonomi, peternak menghadapi tingginya biaya operasional usaha, terutama biaya pakan,
ketidakstabilan harga jual sapi hidup dan lamanya waktu perputaran modal usaha. Kondisi tersebut menyebabkan
keuntungan usaha peternakan menjadi tidak selalu stabil dan berpotensi memengaruhi motivasi peternak dalam
mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Sementara pada aspek pendampingan ditemukan bahwa kapasitas
peternak masih relatif beragam. Sebagian peternak masih memiliki pola pikir tradisional dan mengalami kesulitan
dalam mengadopsi teknologi peternakan yang lebih modern. Selain itu, fungsi kelembagaan kelompok ternak
belum sepenuhnya berjalan optimal sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan usaha. Monitoring dan
evaluasi dari pihak pemerintah juga dinilai masih perlu ditingkatkan. Temuan ini memperkuat teori Edward 111
yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya,
komunikasi, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi. Ketika salah satu faktor tersebut belum berjalan secara
optimal, maka efektivitas program juga berpotensi mengalami penurunan (Wati dan Sukmana, 2026).

3.8 Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Ternak Sapi Potong

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, program bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari
dapat dinilai telah berjalan dengan cukup efektif. Program berhasil meningkatkan kepemilikan ternak masyarakat,
memberikan manfaat ekonomi bagi peternak, meningkatkan motivasi berusaha, serta mendorong pengembangan
usaha peternakan rakyat. Namun hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa keberhasilan program masih menghadapi
berbagai tantangan, terutama pada aspek teknis, ekonomi, dan pendampingan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan
tidak hanya menilai keberhasilan program dalam mencapai tujuan jangka pendek, tetapi juga mengidentifikasi
berbagai faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keberlanjutan program.

Berdasarkan kriteria evaluasi OECD yang meliputi efektivitas, dampak, dan keberlanjutan, program
bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari telah menunjukkan hasil yang positif, namun masih
memerlukan penguatan pada aspek pendampingan teknis, pengembangan pakan, penguatan kelembagaan
kelompok ternak, serta peningkatan monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan (OECD, 2020P).
Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan ternak sapi potong memiliki kontribusi
yang cukup besar terhadap pengembangan peternakan rakyat di Kecamatan Wonosari. Akan tetapi keberhasilan
program dalam jangka panjang memerlukan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi melalui peningkatan
kapasitas peternak, penguatan kelembagaan kelompok ternak serta sistem pendampingan dan pengawasan yang
lebih intensif agar manfaat program dapat berlangsung secara berkelanjutan (Maulita, et al., 2025).

3.9 Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari
menunjukkan bahwa secara umum program telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan manfaat yang
nyata bagi peternak penerima bantuan. Implementasi program berada pada kategori baik, sedangkan efektivitas
program berada pada kategori baik hingga sangat baik. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan ternak
sapi potong memiliki kontribusi positif terhadap pengembangan usaha peternakan rakyat, peningkatan
kepemilikan ternak, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan berbagai kendala yang masih memengaruhi optimalisasi
pelaksanaan program, terutama pada aspek teknis, ekonomi, dan pendampingan. Hasil penelitian ini memberikan
sejumlah implikasi kebijakan yang penting sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, instansi teknis
peternakan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan ternak sapi potong di masa
mendatang.

a. Implikasi terhadap Perbaikan Desain Program bantuan Ternak
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan ternak tidak cukup hanya berfokus pada penyaluran
ternak kepada kelompok sasaran. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kesiapan peternak dalam
mengelola ternak bantuan, ketersediaan sarana pendukung, serta keberlanjutan pembinaan setelah bantuan
diberikan. Desain program bantuan ternak perlu diarahkan tidak hanya pada pendekatan bantuan fisik (asset-
oriented approach), tetapi juga pada pendekatan pemberdayaan peternak (empowerment-oriented approach).

Pemerintah dalam pelaksanaannya perlu memperkuat mekanisme seleksi penerima bantuan dengan
mempertimbangkan kesiapan teknis, pengalaman beternak, ketersediaan pakan serta kemampuan peternak dalam
mengembangkan usaha ternak secara berkelanjutan. Dengan demikian bantuan yang diberikan dapat lebih tepat
sasaran dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Selain itu program bantuan ternak perlu dirancang
sebagai program pengembangan usaha yang terintegrasi, bukan sekadar kegiatan distribusi ternak. Bantuan ternak
sebaiknya disertai dengan dukungan pelatihan, pendampingan teknis, penguatan kelembagaan, serta akses
terhadap sarana produksi dan pemasaran sehingga manfaat program dapat berlangsung dalam jangka panjang.

b. Implikasi terhadap Penguatan Kapasitas Peternak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama implementasi program adalah masih
dominannya pola pemeliharaan ternak yang bersifat tradisional dan rendahnya tingkat adopsi teknologi
peternakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternak menjadi
kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program bantuan ternak.

Pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi peternakan perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas
kegiatan penyuluhan, pelatihan, serta pembinaan teknis kepada peternak. Materi pendampingan tidak hanya
berfokus pada teknik budidaya ternak, tetapi juga mencakup manajemen usaha peternakan, pengelolaan pakan,
kesehatan hewan, reproduksi ternak, dan pencatatan usaha (recording).

Peningkatan kapasitas peternak menjadi penting karena keberhasilan program bantuan ternak pada akhirnya
sangat ditentukan oleh kemampuan peternak dalam mengelola dan mengembangkan ternak yang diterima.
Semakin tinggi kapasitas peternak, semakin besar peluang program untuk menghasilkan manfaat yang
berkelanjutan.

c. Implikasi terhadap Pengembangan Pakan dan Efisiensi Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan pakan berkualitas yang fluktuatif dan tingginya biaya
pakan merupakan kendala yang paling dominan dalam usaha peternakan sapi potong. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan peternakan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan
sumber daya pakan ternak.

Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan kawasan hijauan pakan ternak, pemanfaatan limbah
pertanian sebagai sumber pakan alternatif, serta penerapan teknologi pengawetan pakan seperti silase dan hay.
Upaya tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan peternak terhadap ketersediaan hijauan musiman yang
sering menjadi penyebab meningkatnya biaya produksi. Selain itu diperlukan program pelatihan mengenai
formulasi pakan berbasis sumber daya lokal agar peternak mampu menyediakan pakan secara lebih efisien dan
berkelanjutan. Kebijakan ini akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas ternak dan
efisiensi usaha peternakan rakyat.

d. Implikasi terhadap Penguatan Kelembagaan Kelompok Ternak

Penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan kelompok ternak masih menghadapi berbagai keterbatasan,
terutama pada aspek kepengurusan, koordinasi internal, dan keberlanjutan aktivitas kelompok. Padahal kelompok
ternak memiliki peran yang sangat penting sebagai media pembelajaran, kerja sama dan pengembangan usaha
peternakan masyarakat. Kebijakan pengembangan peternakan perlu memberikan perhatian yang lebih besar
terhadap penguatan kelembagaan kelompok ternak. Pemerintah dapat melakukan pembinaan organisasi kelompok
secara berkala, meningkatkan kapasitas kepemimpinan pengurus kelompok, serta mendorong kelompok ternak
untuk berkembang menjadi kelembagaan ekonomi peternak yang lebih mandiri. Penguatan kelembagaan
kelompok ternak juga penting untuk meningkatkan posisi tawar peternak dalam memperoleh akses terhadap
permodalan, sarana produksi, teknologi dan pemasaran hasil ternak. Kelembagaan yang kuat akan
mempertahankan keberlanjutan program bantuan ternak.

e. Implikasi terhadap Sistem Monitoring dan Evaluasi Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa monitoring, pengawasan dan evaluasi program bantuan ternak masih
perlu ditingkatkan. Dalam beberapa kasus, keterbatasan monitoring menyebabkan berbagai permasalahan yang
muncul di tingkat peternak tidak dapat segera teridentifikasi dan ditangani secara cepat. Berdasarkan kondisi
tersebut, pemerintah daerah perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur,
berkelanjutan, dan berbasis data lapangan. Monitoring selain dilakukan pada saat penyaluran bantuan juga harus
mencakup perkembangan ternak, tingkat keberhasilan reproduksi, keberlanjutan usaha peternak dan kondisi
kelembagaan kelompok ternak setelah program.

Evaluasi program secara berkala juga penting untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan dan
menjadi dasar dalam penyempurnaan program pada periode berikutnya. Dengan sistem monitoring dan evaluasi
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yang lebih kuat, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat
yang optimal bagi masyarakat.
f. Implikasi terhadap Kebijakan Pembangunan Peternakan Rakyat

Hasil penelitian ini secara lebih luas menunjukkan bahwa program bantuan ternak sapi potong masih
relevan sebagai salah satu instrumen kebijakan pembangunan peternakan rakyat di daerah pedesaan. Program ini
terbukti mampu meningkatkan kepemilikan aset produktif masyarakat, memperkuat usaha peternakan rakyat, serta
memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi peternak penerima bantuan.

Keberhasilan program akan lebih optimal apabila kebijakan bantuan ternak diintegrasikan dengan program
pemberdayaan peternak, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, pengembangan pakan, peningkatan akses
pembiayaan usaha peternakan, serta dukungan pemasaran hasil ternak. Pendekatan yang terintegrasi tersebut akan
mendorong terciptanya sistem agribisnis peternakan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan bahwa program bantuan ternak sapi potong perlu
diarahkan tidak hanya sebagai program distribusi bantuan, tetapi sebagai instrumen pembangunan peternakan
rakyat yang berbasis pemberdayaan, peningkatan kapasitas peternak, penguatan kelembagaan dan keberlanjutan
usaha. Melalui pendekatan tersebut, tujuan pembangunan peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pedesaan dan memperkuat ekonomi peternak dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu: 1) Implementasi prorgram bantuan ternak sapi potong di
Kecamatan Wonosari tergolong baik, 2) Efektivitas program bantuan ternak sapi potong berada pada kategori
sangat baik, 3) Kendala implementasi program bantuan ternak sapi potong masih ditemukan pada aspek teknis,
ekonomi dan pendampingan, dan 4) Kebijakan bantuan ternak sapi potong masih relevan untuk mendukung
pengembangan peternakan rakyat namun memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Saran yang dapat
disampaikan yaitu: 1) Pemerintah daerah dan dinas peternakan perlu mengembangkan program bantuan ternak
yang selain berorientasi pada penyaluran ternak juga menekankan aspek pemberdayaan peternak melalui
pendampingan teknis yang berkelanjutan, 2) Penyuluh peternakan perlu meningkatkan intensitas pembinaan
kepada peternak terutama dalam aspek manajemen pemeliharaan ternak, biosekuriti, reproduksi, kesehatan ternak
serta pengelolaan pakan berbasis sumber daya lokal, 3) Kelompok ternak perlu memperkuat kelembagaan
organisasi melalui peningkatan peran pengurus, pelaksanaan pertemuan rutin dan pengembang-an kegiatan
pembelajaran kelompok, 4) Peternak penerima bantuan perlu meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial
dalam usaha peternakan, terutama terkait penyediaan pakan, kesehatan ternak, reproduksi dan pencatatan usaha,
dan 5) Penelitian ini masih terbatas pada evaluasi implementasi dan efektivitas program bantuan ternak sapi potong
di Kecamatan Wonosari. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak ekonomi
program secara kuantitatif melalui analisis pendapatan, efisiensi usaha, dan kesejahteraan rumah tangga peternak.
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